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Menimbﬁng

Mengingat-

. Menetapkan :

)

S, £.13/11/8/75.

- REMBERHENTIAN PEGAWAT NEGERI SIEIL -
PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA, .
: bahwa untgk.mémpefiancar'pélakéanaah pengéng

katan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
- Negeri Sipil, dipandang-perlu menetapkan Per

aturan Pemerintah. yang mengatur tentang.peja =~

bat yang diberi wewenany mengangkat, memin -
dahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Si
1. Pasal 5 ayat (2)'Uhdang~undang Dasér“1945;“
.- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentzng-
C Pokok—pokoanepggawaian.(Lembaran-Negara-
Tahun 1974 Nomor 5%, Tembahan Lembaran Ne
‘gara Nomor 3041); - A L
MEMUTUSKAN: .
'PERATURAN PELERINTAM TENTANG WEWENAMG PENGANG
KATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBEAHENTIAN PEGAWAI

WEGERI SIPIL. ' .
BE AB T
KETENTUAN UMUE],

Pasel 1.
Delem Perziuran Pemerintzh ini ysng dimaksud
cengan : .
‘a. Menteri sdalsh Mentecri vang memimpin Dé =

- partemen dan Menteri/Stkrafaris Negara;

b. Golongan ruang adalan golongan ruang gaji
vang dimaksud dalem FPeraturan Pemerintazh-
 Nomor 12 Tahun 1967 tenteng Peraturan Ga-
'J1 Pegawal Negeri Sipil Republik.Indonesiz:
Tahun 1968 {PCP5-1968) (Lembaran Negara. -
Tahun 1967 Nomor 24, Tambazhan ‘Lembaran . Ne
gara Nomor 2833). R TR

B-AB II
PENGANGKATAN PEG-WAI NEGERI SIPIL,

Pasal 2,

Presiden menetapkan pengangkatan Pegawai-
Negeri Sipil baru atau pengangkatan kemba
1i dalam pangkat Pembtina Tingka* I (goloAg
an ruang IV/p) ke atas, ,

_Pasal 3.

(1). Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembea
ga Pemerintanh Non Departemen, Pimpin
an Kesekretariatan Lembega Tertinggi
/Tinggi Negara, dan pejabat lain vyg
ditentukan oieh Presiden, menetapkan
pengangkatan Pegawail Negeril Sipil ba
ru atau pengangkaten kembali Pegawai
Negeri Sipil daiam lingkungan kekuass
annya dalam pangkat Pembina (Golong-

pe]

an ruang IV/a) ke bawah,

JE—




. : mendelegasikan sebagian’ wewerdngnya kepada pej abat<
ﬁﬁlaigfdalamjlingkgngan?kekuaséannvajfsepanjang,menge;

'fhai;bengangkﬁtan_Pegawqijyﬁgeri Sipil baru atau pe-

.anéngkatah,kembali_dalgmjpangkat Pengatur Tingkat I

- (golongan ruang I1/d) ke bawah. . o

el eiini. . B AB & III A

" . *_ KENAIKAN PANGKAT. - -

B R,

L . '-Pgsél '4.,d T
Presiden menetapkan kenaikan pangkat Pegawai-Negeri Sipil
untuk menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b) ke
atas. .. . o TR -

‘ _ ,‘., Y "‘J Pasal '5.' ) l:'::’ i ?::"'."-'- I
(1). Menteri, Jaksa-Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah -
Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan‘Lembaga -
~ Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang di -
tentukan oleh Presiden menetapkanfkenaikan'pangkat--

- Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya-
. untuk menjadi Pembina (golongan ruang .IV/a) ke ‘ba-
wah ; ' ' ' o

(2}. Pejabat-pejabat yeng dimaksud dalam ayat (1), dapat
- mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat-
lain dalam lingkungan kekuasaannya,'sepanjang'menge
nai penetapan kenaikan pangkat Pe awai Negeri Sipi}
untqk?menjadifpengatur Tingkat I ?golOngan,ruang_ -
II/d) ke bawah. ‘ o
e BAB IV
 PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
.. PEMBERHENTIAN DALAM: DAN

- i~ - DARI JABATAM,.. -

Pasal . 6. L
Presiden menetapkan pengangkatan, -pemindahan, dan pember
hentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan-jaba

' tan Jaksa ‘Agung, Sekretaris Jenderal, Direéktur Jenderal,

. Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Pimpinan Lembaga Peme-
rintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan'Lembaga—
Tertinggi/Tinggi-Negara, Rektor Universitas/Institut/Per
gurvan -Tinggi Negeri, dan jebatan-jabatan lain vang sede
rajat dengan itu atau Jabatan-jabatan vang wewenang pe-
ngangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannyas berada di -
tangan Presiden, _ . '

‘ Pasal 7, . .

(1). Menteri, Jaksa.Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah -

- Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga -

Tertingqi/Tinggi MNegera, dan pejabat lain vang di -

tentukan oleh Presiden, menetapkan pengangkatan, -

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil-

‘dalam lingkungan kekuaszannya dalam dan dari jabat-

. en=jabatan yang tidak termasuk dalam jabatan-jabatan

© yang dimaksud dalam Pasal 6, - - :

- Pejabatopejahat yang dimsbsud dalah ayst (1), dapat’




N U SOV, e AUV

- (2). Pejabat-pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) dapat
- - mendelegasikan sebagian wewenargnya kepada pejabat
© -lain dalam-lingkungan'kekuasaannYa,;sepanjang.menge
nai pengangkatan, pemindahan, dan.pemberhentian Pe
: gaWai-Négéri-Sipil[daLamﬁdan‘dari’jabatan—jabatan di
o bawah 'Kepala Biro, .Direktur, Inspektur, Sekretaris
. " Direktorat.Jenderal, Sekretaris Inspektorat” Jeride-
.- .Trakly. Sekretaris Badan, Kepala Pusat, Kepala Instan -
zl-.si,VértikalATingkat-Prqpinsi;'dan.jabatanrjabatad-
s lain,YahgTsederajat“dengan'itu: S : -

BaAB V.
. PENINDAHAN ANTAR INSTANSI
| Pasal 8,

(1). Dalam rangka'peniﬁgkatén'ﬁayaguna'dap,hasiléuna_da

: pat diadakan pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar
instansi. e e

(2). Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara menga

- tur 'lebih lanjut pemindahan Pegawal Negeri Sipil -

s . - antar instansi, SR ;
T B AR i g

; .. PEMBERHENTIAN |

1 ?ésal_'g. é

'Présiden-ménetapkaﬁ pemberhentian- Pegawai Negeri Sipil- f
- Yeng berpangkat Pembina Tingkat I {golongan ruang.IV/b)
- keatas, - T S T S ‘

-Pasal 10..

leénteri dan Jaksa Agu@g menetapkan pembefrhentian Pegawai
Megeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya Yang berpang
kat Pembina (golongan ruang (Iv/a) kebawsh, - _

Pasal 11,

(1), Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Fimpin
~.an Kesekretariztan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara . ;
‘dan pejabat lain yang ditentukan oleh ' Presiden, me
. netapkan pemberhentian dengan hormat. Pegawai Nege~.
ri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya yang berpang
kat Pembina (golongan ruang IV/a) *° kebawah,

(2). Pejabat-pejabat yang dimaksud dalam Pasal 10 dan Pa |
- sal 11 ayat (1) depat mendelegasikan sebagian wewe :
nangnya kepada pejabat lain dalam lingkurigan keku= ,

asaannya ‘'sepanjang mengenai pemberhentian dengan -

hormat Pegawai Negeri Sipil delam lingkungan keku- : j
gsaannya yang berpangkat Pengaftur Tingkat I (golong - ]
an ruang II/d) kebawah. '

(3). sienteri/Sekretaris Negera menetepkan pemberhentian
tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang ber-
pangkat Pembina (golongan ruang IV/a) ke bawah .da-

- lam lingkungan kekuasaan Lembaga Pémerintah Non De 1
partemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi "
Negara, den Badan/Lembaga lain yang ditentukan o
lenh Presiden,

i
I

_:3;5.13/11g§/15. 24,3

ila,
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e BAB vinooo
. PEMBERHENTTAN SEMENTARA,
S Pasal 12 s i

Presiden menetapkan pemberhentian sementara Pedawai Nege~ -
ri. Sipil yang menjabat ‘jabatan-jabatan Jaksa Agung, Sekre
taris Jenderal,.Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal,. Ke
pala Badan, Pimpinan LembagahPemerintah“Non‘Departemen;”é
Pimpinan Kesgkretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
Rektor UniUérsitas/Institut/Perguruan“Tinggi Negeri, dan-

jabatan-~jabatan-lain yang sederajat dengan-itu atau’ jaba-

~ nya berada di-‘tangan Presiden,.

tan-jabatan yang ‘wewenang pengangkatap dan pemberhentian- -

o , Pasal 13, S ST
(1). Meﬁteri;.JaksajAgung;;Pimpinan Lembaga Pemerintah -
Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Ter
tinggi/Tinggi Negara, -dan pejabat- lain yang ditentu
kan oleh Presiden menetapkan pemberhentian sementara
Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya -
yang menjabat jabatan-jabatan yang tidak termasuk da
Tam jabatan-jabatan. yang dimaksud dalam Pasal 12,

(2). Pejabat-pejabat yang dimaksud dalam ayat. (1) dapat -
méndelegasikan-sebagian'wewenangnya kepada pejabat -
lain dalam lingkungan kekvasaannya, sepanjang menge-
nal pemberhentian sementara Pegawal Negeri Sipil - yg
menjabat jabatan-jabatan di bawah jabatan-jabatan Ke
pala Biro, Direktur, Inspektur, Sekretaris Direkto -

rat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekre

taris Badan, Kepala Pusat, Kepala Instansi Vertikal-
Tingkat Propinsi, dan jabqﬁan-jabatanrlain yang sede
rajat dengan itu, . e : o : -
' _ B AB  VIII.
KETENTUAN ~ LAIN-LAIN,
'PaSallfl4.' '

Presiden menetapkan pengangkatan tenaga ahli langsung men
jadi Pegawai Negeri Sipil tanparmelalui;mngqngkétam sebagail
calon Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki sesuatu: jabatan
Megeri, S : : _ :

" Pasal 173,-

Pendelegasian wewenang pengangkatan, pemiridahan, pember -
hentian, dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil
yang dimaksud dalam Pasal~pasal 3 ayat 2), 5 avat (2), 7
ayat (2), 11 ayat (2), 13 ayat (2) ditetapkan dengan surat
keputusan pejabat yang bersangkutan,” - I .

Pasal 16.

Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan dan. hal-hal
lain mengenai pangangkatan, pemindahan, dan pgemberhentian

pegawai Negeri Sipil. yang belum cukup diatur dalam Peratur
an Pemerintah ini, ‘diatur lebih lanjut oleh Kepala Radan-

Administrasi Kepegawaian Negara, o . .

= 2l = 8,5+ 13/11/8/75.

B e Lot - —— s e s




UL - S S S M

- . BA BYIX . .
-+ [ KETENTUAN PENUTUP . . .
T, 7. Pasal 17 .

,(1).Segéla:pehgaﬁgkatan;{éemindahaﬁ,‘dah'pembéfhent;ah.Pé
o gawai Negeri Sipil yang /dilakukan oleh pejabat yang -
, berwenang- sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini
: . .dinyatakan’ tetap berlaku, . Y
(2) Segala peraturan perundang-undangan tentang wewenang-
pengangkatan;;pemindahan;~dan,pemberhentianipegawai -
.Negeri Sipil‘yang bertentangan -dengan ‘Peraturan Peme-
" rintah ini-dirjyatakan tidakfber;aku5lagi.§a LA
i vt Pasal. 18. L T
Peraturan Pemerintah_ini mulai berlaku pada. tanggal diun-
dangkan dan-mempunyai daya laku surut sejak.tanggal 6 No-
pember 1974, L : ; ST o
- Agar supaya setiabﬁorangrdagat%@engetéhﬁinya;1memerintahf
kan pengundangan PeraturaanEmerintah,inifdengan;penempat
annya dala@;Lembaran_Negara” epublikrlndonesia. S L

~ Ditetapkan di. Jakarta. -
pada tanggal 23 Juni 1975,
~ PRESIDEN REPUBLIK. INDONESIA

' SOEHARTO
 JENDERAL TNI.

~ Diundangkan .di Jakarta.
. pada tanggal 23 Juni 1975. . B e
(ENTERI/SEKRETARIS NEGARA. = -

REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H. .

LEMBARAN‘NEGARA‘REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 26. |

I

S¢5413/11/8/75. = 245
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S ‘; ) £ N, JELA S.AN.
| AT AS: ST
PERATURAN PEMER INTAH REPUBL;K INDONPSIA R
o UNOMOR 20 TAHUN1975 L oo ¢
EENEEE # . TENTANG' - Sl
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN-"
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERT SIPIL '

PENJELASAN UMUW

_ Dalam Undang-undang Nomo‘ 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun”1974 Nomor . 55,
Tambahan Lembaran Negara-Nomor 3041) Pasal 13 dltegaskan
bahwa kebijaksanaan. pembinaan: Pegawai Negeri Sipil -secara
menyeluruh berada di tangan Presiden, Ketentuan ini ada -
lah dalam 'Tangka usaha untuk mewujudkan: keseragaman pemb1
naan bagl segenap Pegawal Neger1 Sipil. S

o Pemblnaan Pegawai Negeri Sipil mellputl keglatan- ke-

,glatan yang bersifat luas, antara lain tentang pengangkat
an, pemindashan, dan pemberhentlan Pegawai. Negeri Sipil,=-=
yang dalam pelaksanagnnya memerlukan keglatan—keglatan da
lam berbagai bidang. Oléh sebab itu-untuk mencapai dayagu
na dan hasilguna yang sebesar-besarnya serta untuk memper
lancar pelaksanasnnya, maka perlu ditentukan pejzbat yang
diberi wewenang mengangkat, memlndahkan ~dan memberhentl-
kan: Pegawal Negeri Sipil, ~

Pelaksanaan: pengangkatan, -pemindahan, dan pemberhentl
an .Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang berwenang harus
~dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ke
tentuan teknis kepegawalan yang berlaku -

PFKJELASAN PASAL DEMI PASAL,

Pasal 1, 7 |
CykuP Jelés;_'
Pzsal . 2. -

_ Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru yang dimaksud-
dalam Pasal ini, meliputi pengangkatan sebagai Calon Pega
wal Negeri Slpll dan pangangkatan dari Calon Pegawal Nege
ri Sipil menjadi Pegawal Negeri Sipil., '

Yang dimaksud dengan pengangkatan kembali adalah peng
angkatan kembali bekas Pegawai Negeri Sipil menjadi Pega-
wal Negeri Sipil, umpamanya pengangkatan kemball sebagal-
rehabilitasi.

Pasal 3.
Ayat (1)
Lihat pehjelasan Pasal 2,
Ayat (2) -

Tujuan pendelegasian wewenang yang dimaksud dalam-
ayat ini, adalsh untuk memperlancar pelaksanaan peng-
angkatan Pegawal Negeri Sipil baru atau pengangkatan-
kembali bekas Pegawai Negeril Sipil menjadi Pegawai Ne
geri Sipil. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertim
bangkan dan menetapkan pendelegasian wewenang, para -
pejabat yang bersangkutan haruslah mempertimbangkan -
berbagai faktoxr, antara lain




LT PSP Y
B T

- kemampuan
v;wewenang,;

jhﬁelegaSJ weWenang-;~ ~E

S OO *Para pejabat-yang. dlmaksuq dalam ayat (l) hanya da

pat mendelega51kan sebagian wewenangnya sepanjang me
. ngenal pengangkatan Pegawai Negeri Sipi) baxu atau’ =
pengangkatan kembali dalam pangket Penbarur Tingkat I

(golongan ruang II/d) ke bawah, . . ... 5%

Para pejabat yang diberi delega51 wewenang untuk -
menetapkan pengangkstan Pegawai Negeri Sipil baru -
dan pengangkatan: kembali yang dimaksud dalam ayat -
ini, menandatangani keputusan pengangkatan -4tas nama
nya sendiri, tidak atas nama pegabat yang memberi: de
legasi wewenang, .

91 pe:abatiyang_dlberl -

oy« Untuk-lebih mempérlancar pelaksanaan pengangkatan-
' Pegawal Negeri Sipil haru dan pengangkatan kembali ,
.maka para pejabat yang dimaksud: ‘dalam.ayat (1) dapat
- memberiken kuasa kepada pejabat-yang mengurusi kepe-

N 'gawaian d2lam lingkungan ‘keklGasaannya untuk .atas na-

! i;,:" anya menandatanganikeputusan peagangkatan PegaWal Ne
s gerl Sipzl- baru atau pengangkatan kembali _ :

T

. Umpamanya: Menterl Pendldlkan dan. Kebudayaan memberl-
”:kan kuasa -kepada Sekretaris Jenderal atau Képala Biro Ke
pegawaian Degartemen Pendidikan dan Kebudayaan-atds nama
Menteri menandatangani keputusan pengangkatan Pegawal Ne
geri Sipil.baru ataU‘pengangkctan kembali dalam pahgkat-
- Pembina_(golongan ruang IV/a) ke. bawah dalam llngkungan-
-kekuasaannya.‘ : - S :

Pasal 4

Peoawal Negerl Slpll yang berpangkatapemblna Tlngkat'
I (golongan ruang IV/b) ke atas, pada umumnya adizlah pe-
jabat terasy, oleh sebab-itu adalah wajar- apablla kenaik-
an, pangkat mereka dltetapkan dengan Keputusan Pre51den.

S

Pasal 5 ,
Cayat (l)
Cukup jelas,
Ayat (2) .
L Llhat lea penJelasan Pa:al 3 ayat (2)
Pasal 6,

Jabatannjabatan yano dlmaksud dalam Pasal ‘ini adalah
jabatan-jabBatan Karier tertinggi, oleh sebab it adalah-
tepat apabila pengangkatan, pemindzhan, dan pemberhentl—
an merecka ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun'70,
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehak¢man(Lem‘
baran Negara, Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nega-
ra Nomor 2951), bahwa hakim dlangkat dan diberhentikan o-
leh Kepala’ Negara

StsJ13/1L/8/75: - =27 =




_ VJMénﬁnégu adahyanndang-undédg.yéﬁg'mengatﬁi 5usﬁnan,?
.kekuasaan serta acera Peradilan Agama, maka pengangkatan
‘dan._pemberhentian Hakim Agama buati sementara ditetapkan=-

-:dengan Keputusan Menteri Agama, . .

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil-
dalam dan dari jabatan Hakim Peradilan Umum ditetapkan -
dengan Keputusan Kepala Negara, sedang peémindzhannya di-
tetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman setelah men-

dengar pendapat Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 7. e o R o
Ayat (1) - ' - B
¢ Cukup jelas.
Ayat (2) v S ‘
"-‘Lihat;jiﬂg_pgbfélas?h-Pasal 3 ayat,(2)..
Pasal - 8. o ) A SO
CAyat (L) e

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
- tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Ta-
~hun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor -
3041) Pasal 12 ayat (2) antara’ lain ditegaskan,: bah-
. wa untuk dapat lebih meningkatkan dayaguna dan hasil
 guna- yang sebesar-besarnya, maka pembinaan Pegawai Ne
. geri . Sipil:dilaksanakan berdassrkan sistim karier - ,
_tertutup dalam arti Negarad. Hal ini mengandung penger i
tian bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil adalah meru-
pakan satu kesatuari, hanya tempat pekerjaannya yang-
berbeda. | . Ce e L
.Dalam perkembangan organisasi Pemerintah adas ~ ke~
“mungkinan suatu Departemen/Lembaga disederhanakan a- .
teu dikembangkan, Penyederhanaan sesuatu organisasi- o
dapat mengakibatkan pengurangan .jumlsh. pegdwaiy ‘teta
pi sebaliknya pengembangan sesuatu organisasi dapat-:
mengakibatkan -penambahan pegawail yang diperlukan,

Dalam sistim pembinaan karier tertutup dalam arti
Negara, dimungkinkan pemindshan Pegawai Negeri Sipil
dari instansi yang satu ke instansi yang lain ( De-
partemen/Lembaga/Propinsi) dengan tujuan untuk dapat ;
‘memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil secara berdayaguna f
~dan berhasilguna. : : - '

Ayat (2) S
Pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar instansi dif
atur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Ke-
pegawaian Negara, Pemindahan yang dimaksud adalah pe
mindahsn administratip, sedang penempatannya dalam -~
sesuatu jabatan adalah menjadi wewenang dari pimpin--
an instansi yang menerima Pegawai Negeri Sipil vyang
bersangkutan, ' ' ‘

Pasal 9,

Pemberhentian yang dimaksud dalam Pasal ini meliputi
pemberhentian sebagal Pegawai Negeri Sipil dan pemberhen
tian dari pekeTrjaan dengan mendapat uang tunggu.,

= 28 = Sts.13/I1/8/75.
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' Pejabat-pejabat :yang dimaksud dslsm pasal ini berwe-
nang menetadpkan pemberhentian Pegawal Negeri Sipil ‘'yang
berpangkat” Pembina (golongan ruang IV/a) ke bawah ‘‘dalam
lingkungan. kekuasaannya, -baik pemberhentian dengan hor-
mat- maupun pemberhentian tidak dengan. hormat., '
Pasal ~11,. ' | ' |

Ayat (1) L
Pejabat-pejabat vang dimaksud.dalam ayat ini, ha

. nya berwenang menetapkan pemberhentian dengan hormat
Pegawai Negeri Sipil vang berpangkat ‘Pembina (Golong
an ruang IV/a) ke bawah dalam lingkungan kekuasaannya

sedang pemberhentian tidak dengan hormat adalah men-
- jadi weweriang Menteri/Sekretaris Negara. .

Ayat (2~ - - . . .

Pejabat-pejabat yang dimaksud dalam Pasal 10 dan
Pasal 11 ayat (1) hanyas dapat mendelegasikan sebagian
wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan ke-
kuasaannya sepanjang mengenai pemberhentian-dengan --
hormat Pegawai Negeri 'Sipil yang berpangkat.Pengatur

" Tingkat I(golongan ruang II/d) ke bawah dalam- ling~-

Lt

kungan kekuasaannya. \
CAyat (3) ..
' ~ Cukup® jelas, - -
Pasal-pasal-12'dan 13. " _ | o
Pemberhentian sementara vang dimaksud dalam Pasal-pa
sal ini adaleh pemberhentian sementara sebagaimana diatur-
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 (Lembaran-
Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara No- -
mor 2797). ST e
Pasal 14, L : ; e
' Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian' (Lem-
baran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambshan Lembaran Nega
ra Nomor 3041) Pasal 12, bahwa pembinaan Pegawai Negeri-
Sipil dilaksanakan dengan sistim pembinaan karier tertu-
tup dalam arti Negara, dengan tidak menutup kemungkinan-
adanya sistim pembinaan karier terbuka untuk.jabatan-ja-
batan tertentu apabila diperlukan untuk kepentingan Nega
ra, Hal ini mengandung pengertian, bahwa apabila sangat-
diperlukan oleh Negara dapat diangkat tenaga -shli dari -
luar Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan Negeri
dan dapat diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil
tanpa melalui pengangkatan sebagai calon:Pegawai Negeri-
Pengangkatan tenaga ahli dari luar Pegawai Negeri Si
pil untuk menduduki jabatan Negeri adalah sangat selektip
dan pengangkatannya adalah wewenang Presiden.,
- Pasal 195, ‘ '
Pejabat-pejabat yang diberikan delegasi wewenang un=-
tuk mengangkat, memindahkan, memberhentikan Pegawai Nege
ri 8ipil yang dimsksud dalam Pasal-pasal 3 avat ' (2), 5
ayat (2), 7 ayat (2), 1) ayat (1), dan 13 ayat (2), ti-
dak dapat lagi mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat
lain, : :
Pasal-pasal 16 s/d 18,
Cukup jelas,
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